
 

 

 

 

BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :    32  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang   :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri                

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 99 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan                       

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5               

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

 

SALINAN 



2 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  

Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;   

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan  

Hibah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah  Daerah; 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 

tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09              

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016; 

24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Tata Cara Peganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 

Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantun Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata 

Cara Peganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantun Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut : 

 

1. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni                

Pasal 6 A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 A 

(1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan 

pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh 

hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda 

penduduk elektronik. 

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebgaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang 

tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimaknai penyediaan 

setiap keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai                  

dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran                

Pendapatan dan Belanja Negara. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) 

kali dalam tahun berkenaan. 

 

2. Mengubah Lampiran I Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial 

dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantun Sosial yang               

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

     Ditetapkan di              Probolinggo 

     Pada tanggal    24 April 2020                     

     BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

    Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal 24  April  2020 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Madya 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 32 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

H. SANTOSO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19620802 198303 1 019 



6 
 
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

                                     NOMOR  :    32  TAHUN 2020 

                                     TANGGAL  :  24 April 2020 

 

PERANGKAT DAERAH PENGELOLA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

NO BIDANG KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 

1 2 3 

 

1 

 

Bidang Pendidikan 

 

Dinas Pendidikan 

2 Kesehatan Dinas Kesehatan, RSUD 

Waluyojati, RSUD Tongas 

3 Permukiman, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  

4 Perencanaan Pembangunan BAPPEDA 

5 Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 

6 Perhubungan Dinas Perhubungan 

7 Pemberdayaan Perempuan dan               

Perlindungan Anak 

Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana 

8 Sosial  Dinas Sosial, BPBD 

9 Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah  

10 Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja  

11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  

12 Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga 

Dinas Pemuda, Olahraga, 

Pariwisata  dan Kebudayaan  

13 Politik dan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan  Bangsa dan 

Politik  

14 Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian 

15 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas  Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 

16 Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  

17 Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 

18 Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan  

19 Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 

20 Perusahaan Daerah Bagian Perekonomian dan 

Sumberdaya Alam 

21 Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 
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